
3. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2022.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan EvaIuasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara EvaIuasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)Perangkat Daerah;

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerab ditetapkan Kepala
Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ditetapkan;
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12. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubaban Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

\./ 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

\. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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8. Rencana ...

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir
dan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyu su nan , pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

5. Perangkat Daerah disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir dan rnerupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
KeIja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah disingkat Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasall

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANORENCANAKERJA PERANGKAT
DAERAHKABUPATENOOANKOMERINGILIRTAHUN2022.

MEMUTUSKAN:

\./'12. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

'-' 15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 59 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 62);

,-, 16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 23).
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Pasa14 ...

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2022 menjadi
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

(2) Sasaran Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Pasal3

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang rnemuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun Lalu, serta hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun beIjalan.

(3) Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan BAPPEDAdan pemangku kepentingan.

Pasa12

8. Rencana Kerja disingkat Renja adalah rencana kerja satuan kerja perangkat
daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tersusun dalam bentuk
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan
Komeringllir untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dati
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran disingkat RKAadalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, reneana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
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BERITADAERAHKABUPATENOGANKOMERINGfUR TAHUN2021 NOMOR.....

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2021

SEKRETARISDAERAH PATENOGANKOMERINGILIR,

BUPATIOGANKOMERINGILIR,

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Peraturan Bupati Ogan Komering llir tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

Pasal 5

(2) lsi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2022
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BABII HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUNLALU
BABIII TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH
BABIV RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH
BABV PENUTUP

Pasal4
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